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Abstract

The Catholic Church constantly teaches that a valid marriage, both
sacramental and non sacramental marriage, has a character of indissolubility
(cfr. Can. 1056). It does mean that once a man and a woman validly contract
a marriage, they are tied by an indissoluble and perpetual bond. Therefore
there is no possibility for separation or divorce of the spouses, unless because
of death. Jesus said that what God has united, man must not divide (Mrk
10:9). But based on the judicial practice of the Church, it is clear that God
has given an outhority to the Church to dissolve the matrimonial bond,
which is not all at once rafum et consummatum (cfr. Mat 16:18-19; Can. 1142-
1149).

Kata-Kata Kunci:

Perkawinan non-sakramen, ikatan natural, indissolubilitas, otoritas/kuasa
memutuskan, pemutusan ikatan nikah, in favorem fidei, salus animarum,
proses kanonik

1. Pengantar

Dalam surat apostoliknya, Causas matrimoniales, pada tanggal 28 Maret

19711, Paus Paulus VI menyampaikan pandangannya sebagai berikut:
Kasus-kasus perkawinan senantiasa menjadi obyek perhatian khusus Gereja, karena
dirinya mendapatkan panggilan untuk melindungi dan menjaga kesucian dan
keluhuran martabat ilahi setiap ikatan perkawinan. Namun harus diakui bahwa
pada jaman ini, kasus-kasus perkawinan ini cenderung semakin meningkat baik
secara kualitatif maupun kuantitatif. Karena itu Gereja senatiasa menunjukkan
perhatiannya yang semakin besar terhadap masalah ini.

Dengan surat apostoliknya ini, Paus Paulus VI menunjukkan situasi sulit
yang sedang dihadapi oleh Gereja katolik, berkaitan dengan ikatan suci

P T S Y PR ) Tlatme Danl 2 nr_Cal — 75




perkawinan yang harus dilindungi dan dibelanya. Situasi aktual masyarakat
kita sendiri sudah mampu memberikan sebuah gambaran yang cukup
transparan, bahwa ada begitu banyak perkawinan - juga perkawinan kristiani,
baik sakramen maupun non-sakramen — yang harus kandas dan berakhir de-
ngan perceraian sipil. Karena munculnya berbagai macam problem keluarga
yang begitu memberatkan dan tak-tertanggungkan lagi, banyak pasangan
suami-isteri menjadi frustrasi. Mereka tidak mampu lagi mengusahakan atau
mempertahankan keharmonisan keluarganya. Menghadapi jalan buntu ini, tidak
sedikit dari pasangan ini yang kemudian menempuh jalan pintas: memisahkan
diri dari partnernya dan kawin lagi dengan orang lain. Harapannya jelas, de-
ngan dan melalui pernikahan baru mereka bisa mengupayakan kedamaian dan
kebahagiaan. Sayang sekali bahwa kecenderungan divorcistis atau kawin-cerai
ini semakin hari semakin meningkat.

Sebenarnya sekitar 50 tahun sebelumnya, Paus Pius XII - dalam allocutio-
nya di hadapan para fungsionaris Rota Romana -, juga sudah pernah mensinyalir
kenyataan ini sebagai gejala masyarakat yang menuntut penanganan lebih serius
lagi dari pihak Gereja katolik. Demikianlah pernyataannya:

Betul bahwa pada masa kita sekarang ini pengabaian dan pelalaian nilai-nilai
keagamaan telah menghidupkan kembali semangat kekafiran baru. Hal ini dapat
kita temukan di berbagai daerah suatu maniak perceraian, yaitu kecenderungan
untuk menikah dan memutuskan ikatan nikah dengan lebih mudah dan tanpa
beban sedikitpun.

Dalam pidatonya ini, Paus Pius XII mengungkapkan keprihatinannya atas
kecenderungan masyarakat yang semakin mengabaikan dan menganggap remeh
ikatan suci perkawinan, yang semestinya dipertahankan dan dilindungi dari
segala sesuatu yang merongrongnya. Praksis kawin-cerai jelas bertentangan
dengan ajaran Gereja katolik, karena selama ikatan perkawinan yang terdahulu
belum diputuskan oleh pihak penguasa Gereja yang berwenang, pihak-pihak
yang bersangkutan masih tetap terikat oleh perkawinannya dan karena itu
tidak bisa menikah lagi secara sah.

Dengan kecenderungan dan kenyataan masyarakat yang demikian ini, mau
tidak mau Gereja katolik menghadapi suatu dilema yang cukup sulit dicarikan
solusinya. Di satu pihak ia bertanggung jawab untuk melindungi dan mem-
promosikan ikatan suci setiap perkawinan, yang menurut kehendak dan
maksud ilahi bersifat tak-terceraikan (Kej 1:27; 2:24; Mrk 10:1-12; Mat 19:1-9;
Lk 16:18). Di pihak lain, panggilan pastoral mengharuskannya untuk membantu
setiap umat beriman keluar dari situasi sulit hidup perkawinannya, karena
kenyataan ini telah menghalangi banyak umat beriman untuk menghayati dan
menghidupi imannya dengan semestinya.

TA —— Oproarract Raprr MVar 18 NIA 1 7 Meranrn 2004




Keinginan untuk memberikan bantuan pastoral ini tidak jarang memaksa
Gereja untuk juga melakukan tindakan-tindakan yuridis, dengan memutuskan
ikatan perkawinan mereka. Demikianlah Gereja memberi dispensasi kepada
suami-isteri dari hak dan kewajiban yang muncul dari janji pernikahannya.

Jika sejak awal penciptaan (Kej 1:27 dan 2:24) Tuhan menghendaki agar
ikatan perkawinan bersifat kekal dan tak-terceraikan, mengapa Gereja bisa
memutuskan ikatan perkawinan tersebut? Atau jika praksis yang dijalani oleh
Gereja selama ini kita pandang benar, tidakkah kita sekurang-kurangnya harus
bertanya, dari mana kuasa Gereja itu berasal? Atas dasar pertimbangan mana
kuasa itu bisa diterapkan? Akhirnya bagaimana ikatan nikah tersebut bisa
diputuskan?

Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan kuasa Gereja untuk memutuskan
ikatan perkawinan non-sakramen. Lingkup pembahasan sengaja difokuskan
pada perkawinan non-sakramen, mengingat kasus-kasus perkawinan macam
inilah yang banyak dihadapi dan harus ditangani oleh Gereja katolik di
Indonesia akhir-akhir ini. Setelah menjelaskan arti perkawinan non-sakramen,
tulisan ini akan menganalisa ajaran Yesus tentang perkawinan, sebagaimana
bisa ditemukan dalam beberapa teks Kitab Suci, khususnya dalam ketiga Injil
sinoptik Markus (10:2-12), Matius (5:32-33; 19:3-9) dan Lukas (16:18). Untuk
memahami lebih baik ajaran Yesus ini, pencarian terlebih dahulu diarahkan
sejenak pada adat dan budaya perkawinan orang-orang Yahudi. Berpangkal
dari ajaran Yesus tersebut, mulailah pembahasan atas ajaran dan praksis Gereja
sehubungan dengan pemutusan ikatan perkawinan non-sakramen. Sejak semula,
khususnya mulai dengan Rasul Paulus (1Kor 7:10-16) sampai detik ini, Gereja
senantiasa berusaha untuk menafsirkan ajaran Yesus tentang perkawinan ini,
merefleksikannya, merumuskannya dalam berbagai doktrin dan aturan dan me-
nerapkannya dalam berbagai macam situasi konkret dan waktu yang berbeda.
Pada bagian akhir tulisan ini akan dipaparkan beberapa gagasan tentang proses
kanonik untuk memutuskan ikatan nikah menurut norma-norma kanonik yang
sekarang ini berlaku.

2. Perkawinan non-Sakramen

Yang dimaksudkan dengan perkawinan non-sakramen adalah setiap per-
kawinan yang dilangsungkan antara dua orang berbeda seksualitas dan se-
kurang-kurangnya satu di antaranya tidak dibaptis. Perkawinan ini dibedakan
menjadi: 1) perkawinan antara seorang baptis katolik dan seorang tak-baptis,
dengan dispensasi dari halangan nikah beda agama (disparitas cultus) sebagai-
mana dinormakan dalam kanon 1086; 2) perkawinan antara seorang baptis non-
katolik dan seorang tak-baptis, tanpa dispensasi dari halangan nikah beda
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agama (disparitas cultus); 3) perkawinan antara dua orang yang tidak pernah
menerima sakramen baptis sepanjang hidup perkawinan; dan 4) perkawinan
antara dua orang tak-baptis, namun di kemudian hari salah satunya dibaptis
(bdk. kan. 1143). Dalam hal ini tidak dibedakan antara perkawinan yang telah
diikuti oleh consummatio (konsumasi, persetubuhan) dan yang belum. Dalam
hal ini consummatio tidak mengubah status ikatan perkawinan mereka, kecuali
kalu dilakukan setelah kedua pihak menerima sakramen baptis. Dalam kasus
yang terakhir ini perkawinan berubah status menjadi rafumn et consummatum
(sakramen dan telah disempurnakan dengan persetubuhan).

Setiap kali perkawinan- dilaksanakan antara dua orang yang paling tidak
salah satunya tidak dibaptis, maka ikatan perkawinan mereka ini bersifat
alamiah (natural), dan belum mencapai martabat sakramen (non ratum. Bdk.
kanon 1055 §1-2). Karena itu perkawinan natural ini tidak memiliki kekukuhan
yang sama dengan perkawinan sakramen yang telah disertai dengan persetu-
buhan (rafum et consummatum). Perkawinan ratum ef consummatum memiliki
indissolubilitas absoluta, dalam arti sama sekali tidak bisa diputuskan oleh
kuasa manapun dan karena alasan apapun, kecuali oleh Allah sendiri melalui
kematian. Hanya kematianlah yang bisa memisahkan keduanya (kan. 1141).
Indissolubilitas absoluta ini muncul dari kenyataan bahwa perkawinan sa-
kramen yang telah disertai dengan persetubuhan ini mencapai kesempurnaan
dan kepenuhan sebagai lambang relasi kasih antara Kristus dan Gereja-Nya.
Sebagaimana relasi Kristus dan Gereja tidak pernah putus, demikian juga ikatan
perkawinan dua orang yang telah dibaptis (bdk. Ef 5:22-33).

Karena hanya perkawinan rafum et consummatum yang memiliki indisso-
lubilitas absoluta, bisa diambil kesimpulan bahwa semua jenis perkawinan lain
— yakni perkawinan yang tidak sekaligus rafum ef consummatum — memiliki
hanya indissolubilitas relativa. Artinya, kalau ada alasan yang wajar dan sesuai
dengan ketentuan norma hukum, perkawinan ini dapat diputuskan oleh
otoritas Gereja yang berwenang. Yang termasuk dalam ketegori ini adalah per-
kawinan-perkawinan yang pemutusannya dilakukan berdasarkan kuasa
tertinggi Paus (kanon 1142), privilegium paulinum (kanon 1143-1147), pri-
vilegium pianum (kanon 1148), privilegium gregorianum (kanon 1149) dan
demi iman atau in favorem fidei (Instruksi Kongregasi Ajaran Iman dan Moral
Ut notum est, 6 Desember 1976, dan Potestas Fcclesiae, 30 April 2001)2

3. Kuasa Gereja atas Tkatan Perkawinan Natural

Informasi tentang ajaran Yesus mengenai perkawinan sampai kepada kita,
baik melalui ketiga Penginjil sinoptik Markus (10:2-12), Matius (5:31-32; 19:3-
12) dan Lukas (16:18) maupun melalui tradisi paulinis (1Kor 7:10-16). Dalam
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teks-teks ini dibicarakan tentang kemungkinan perpisahan suami-isteri, dengan
tetap adanya ikatan perkawinan. Dengan mengesampingkan klausul kekecuali-
an dalam Mat 5:32 [“... Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena
zinah ..”] dan Mat 19:9 [“... Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena
zinah .."], dapatlah dikatakan bahwa ajaran Yesus tentang perkawinan cukup
jelas dan konstan: perkawinan merupakan suatu kebersamaan hidup suami-isteri
yang bersifat monogam dan tak-terceraikan. Kedua sifat ini menunjuk unitas
dan indissolubilitas yang merupakan ciri-ciri hakiki perkawinan, sebagaimana
ditetapkan oleh sang Pencipta sendiri semenjak awal penciptaan (Mrk 10:6-7;
Mat 19:4-5; bdk. kan. 1056). Karena itu ikatan perkawinan sudah semestinya
berlangsung dan bertahan terus sampai akhir kehidupan suami-isteri.

Dengan mengutip Kej 1:27 dan 2:24 sebagai dasar referensi, Yesus mengkritik
sekaligus menghapus hukum Musa yang mengijinkan dilakukannya perceraian
dalam kasus “perzinahan”, seperti terbaca dalam Ul 24:1-4

'Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika
kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak
senonch padanya, lalu ia menulis suraf cerai dan menyerahkannya ke tangan
perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari sana, 2dan jika perempuan
itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi isteri orang lain, *dan
jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai
dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari
rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi isterinya itu
mati, ‘maka suaminya yang pertama, yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak
boleh mengambil dia kembali menjadi isterinya, setelah perempuan itu dicemari;
sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganiah engkau mendatangkan
dosa atas negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu menjadi milik
pusakamu.

Menurut Yesus, hukum Musa ini jelas bertentangan dengan maksud Allah
atas institusi perkawinan. Dalam hal ini, Yesus hanya mengijinkan adanya
perpisahan suami-isteri, tanpa kemungkinan (hak) untuk menikah lagi bagi
keduanya, karena perpisahan ini tidak pernah meniadakan atau memutuskan
ikatan perkawinan. Karena itu setiap perkawinan baru yang dicoba dilaksana-
kan setelah perpisahan tersebut, dipandang sebagai suatu perzinahan (Mrk
10:11-12; Mat 5:32; 19:9; Lk 16:18).

Meskipun ajaran Yesus ini cukup jelas, namun klausul kekecualian ("ke-
cuali karena zinah”) dalam Mat 5:32 dan 19:9, telah menimbulkan kesulitan
besar untuk memahami ajaran tersebut. Dipertanyakan apakah klausul keke-
cualian tersebut berasal dari Yesus sendiri ataukah dari penginjil Matius.
Umumnya para ekseget dan komentator Kitab Suci tidak memandang klausul
kekecualian tersebut sebagai bagian dari kata-kata asli Yesus, namun lebih
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merupakan tambahan Penginjil Matius. Ia memasukkan klausul tersebut sebagai
upaya untuk menjawab situasi konkret jemaatnya, yang senyatanya masih
mempunyai ikatan kuat sekali dengan yudaisme dan tradisi perceraiannya (Kel
24:1-4). Jemaat Matius adalah orang-orang Yahudi yang bertobat dan dibaptis
menjadi Kristen®.

Apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh komunitas Matius dengan kata
porneia (“zinah”)? Kiranya tidak bisa dikatakan dengan penuh kepastian bahwa
dalam kasus porneia ini, suami-isteri yang telah berpisah juga memiliki hak
untuk menikah lagi. Selain itu juga tidak jelas apakah dengan klausul ke-
kecualian tersebut, Matius bermaksud menunjukkan bahwa kasus “perzinahan”
merupakan satu-satunya alasan yang cukup untuk membenarkan suatu per-
cerajan dalam arti yang penuh, yaitu bahwa suami-isteri kemudian mempunyai
hak untuk menikah lagi dengan sah.

Kendati ketidakjelasan maksud Penginjil Matius, Gereja katolik berkesim-
pulan bahwa Yesus hanya mengijinkan adanya perpisahan ranjang (separazione
di letto e d’alloggio), dan bukannya pemutusan ikatan perkawinan. Akibatnya,
kedua pihak tidak mungkin menikah dengan sah untuk keduakalinya, karena
dalam pengertian ini ikatan perkawinan mereka masih tetap.

Indissolubilitas merupakan ciri hakiki setiap perkawinan, baik yang sakra-
men maupun non-sakramen. Keyakinan ini disimpulkan dari kenyataan bahwa
ketika menyampaikan ajaran-Nya, Yesus tidak pernah berbicara hanya
mengenai perkawinan kristiani, melainkan perkawinan pada umumnyat. Karena
itu konsekuensi dari ajaran Yesus tersebut cukup jelas: suami dan isteri
samasekali tidak mempunyai hak dan kuasa — atas dasar kehendak dan konsen-
sus mereka — untuk memutuskan ikatan perkawinan mereka sendiri. Hanyalah
Tuhan yang telah mempersatukan seorang pria dan seorang wanita dalam
ikatan perkawinan, berhak dan dapat memisahkan yang satu dari yang lain®.

Namun dalam kenyataanya, Tuhan telah menyerahkan kepada Gereja-Nya
kuasa untuk memutuskan ikatan perkawinan ini. Hal ini terjadi tepat pada saat
Gereja didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Melalui Santo Petrus dan para Rasul
lainnya, Tuhan Yesus telah mendirikan Gereja-Nya dan menentukannya sebagai
penjamin dan penjaga hukum ilahinya, dengan menyerahkan kepadanya seluruh
kuasa yang diperlukan untuk melaksanakan misinya®. Demikianlah bisa kita
simak dalam Mat 16:18-19 (dibaca dalam kaitan dengan Mat 18:18; 28:18-20 dan
Yoh 20:22-23; 21:15-17):

¥Dan Aku pun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang
ini Aku akan mendirikan jemaatKu dan alam maut tidak akan menguasainya.
Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini
akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.
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Dari perikope ini dapat terlihat bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan
kuasa-Nya ~ baik di dunia maupun di sorga (bdk. Mat 28:18) — kepada Gereja.
Kuasa ini diberikan sekali untuk selamanya dan dalam totalitasnya, agar
dengan kuasa itu Gereja mampu merealisasikan perutusannya untuk membawa
kepada semua manusia, keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus
sendiri (bdk. Ef 1:10; Mat 28:19-20; LG 1 dan 7; AA 5Y.

Karena maksud ini, Gereja menikmati/memiliki semua kuasa yang diperlu-
kan, termasuk kuasa atas ikatan perkawinan non-sakramen. Kuasa Gereja ini
bersifat sacra karena memang berasal dari Allah sendiri, dan sekaligus bersiaf
vicaria karena kuasa itu diterima dari Kristus sendiri dan selalu dilaksanakan
atas nama-Nya. Karena alasan ini maka Konsili Vatikan II tidak lagi meng-
gunakan istilah potestas vicaria, melainkan potestas sacra (kuasa suci), karena
menurutnya semua kuasa Gereja adalah sacra (suci) dan selalu vicaria (LG 27)°.

Kuasa suci untuk memutuskan ikatan perkawinan ini direservir bagi dia
yang memiliki kepenuhan kuasa di dalam Gereja, yaitu Sri Paus (kan. 331).
Dalam melaksanakan kuasa sucinya ini, Sri Paus bisa melakukannya sendiri
secara langsung atau melalui orang lain yang didelegasikannya. Namun dalam
praktiknya — karena berbagai macam motivasi pastoral-disipliner’ ~ ada be-
berapa kasus perkawinan yang penyelesaiannya selalu direservasi hanya ke-
pada Sri Paus. Atas dasar kepenuhan kuasanya, ia dapat memutuskan ikatan
perkawinan natural, yaitu setelah terpenuhinya semua persyaratan yang
ditentukan oleh hukum demi validifasnya. Dan kuasanya ini bisa diterapkan
baik atas orang-orang baptis (anggota Gereja) maupun atas mereka yang non-
baptis (bukan anggota Gereja), tanpa adanya perbedaan.

4. Ajaran dan Praksis Pemutusan Tkatan Perkawinan non-Sakramen, Sebelum
dan Sesudah Pengesahan KHK 1917

Pemutusan ikatan perkawinan non-sakramen selalu dilaksanakan atas dasar
kasus paulinis, sebagaimana dipaparkan dalam 1Kor 7:12-16 berikut ini:

1ZKepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan: kalau ada seorang saudara
beristerikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-
sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. 3Dan kalau ada seorang
isteri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup ber-
sama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang
tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu
dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah
anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. *Tetapi kalau orang
yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian
saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup
dalam damai sejahtera. 16Gebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai isteri,
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apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau
mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan isterimu?

Aslinya, kasus paulinis ini hanya mencakup perkawinan antara dua orang
tak-baptis, kemudian satu diantaranya bertobat dan dibaptis dalam nama
Tuhan. Sebenarnya Rasul Paulus juga tidak berbicara tentang pemutusan ikatan
perkawinan, namun tentang perpisahan antara suami dan isteri yang berbeda
iman kepercayaan. Perpisahan inipun hanya dimungkinkan kalau pihak tak-
baptis pergi (discedif), karena baptisan yang diterima oleh pihak lain. Menurut
kanon 1143 §2, pihak tak-baptis dianggap pergi, jika ia tidak mau hidup ber-
sama dengan pihak yang dibaptis, atau tidak mau hidup bersama dengan
damai tanpa menghina Sang Pencipta. Hanya kalau pihak tak-baptis pergi,
perpisahan suami-isteri itu bisa terjadi. Sebaliknya dalam kasus pihak tak-baptis
tetap menghendaki untuk hidup bersama secara damai dengan pihak yang
telah dibaptis, tidak dimungkinkan adanya perpisahan suami-isteri. Dalam hal
ini pihak baptis tetap terikat kewajiban untuk hidup bersama dengannya.

Adapun mengenai alasan yang membenarkan perpisahan itu, Rasul Paulus
sama sekali tidak mereferensi pada iman kristen, namun hanya pada kekudus-
an dan damai sejahtera suami-isteri (1Kor 7:14-15). Namun dalam sejarah yuris-
diksi Gereja, alasan dan praktik pemutusan ikatan perkawinan ini senantiasa
semakin diperluas, karena Gereja (Magisterium dan para penulis) selalu meng-
interpretasikan teks paulinis ini dalam arti yang semakin luas, sesuai dengan
perkembangan refleksi dan pemahaman Gereja atas kuasanya memutuskan
ikatan perkawinan. Bahkan sampai pada akhirnya Gereja berkeyakinan bahwa
atas dasar kuasa suci yang diberikan oleh Yesus Kristus sendiri, dirinya me-
miliki kewenangan untuk memutuskan ikatan semua perkawinan non-
sakramen.

Sehubungan dengan alasan pemutusan ikatan nikah ini, di dalam ajarannya
Gereja telah berusaha mengembangkan tiga alasan yang saling berkaitan, yaitu:
iusta causa (alasan yang tepat), favor fidei (bantuan iman) dan salus animarum
(keselamatan jiwa-jiwa). Adanya alasan yang tepat selalu dituntut sebagai
conditio sine qua non bagi pemutusan setiap ikatan perkawinan non-sakramen
(bdk. kan. 1142), karena dengan ada-tidaknya alasan yang tepat ini bisa di-
pastikan apakah pemutusan ikatan nikah tersebut sesuai atau tidak sesuai
dengan kehendak Allah sendiri.

Pertama-tama dapat dikatakan bahwa suatu alasan yang tepat (iusta causa)
memiliki kaitan yang erat sekali dengan alasan pertama, yaitu favor fidei
(bantuan iman). Sejak awal praktik pemutusan ikatan perkawinan non-sakra-
men, Gereja senatiasa memandang dan menjadikan favor fider sebagai alasan

utamanya, mengingat pemutusan ikatan itu dilaksanakan demi membantu dan
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melindungi iman kristen. Dalam arti yang sangat tegas, justa causa demi
bantuan iman ini bisa ditemukan setiap kali dengan putusnya ikatan perka-
winan ini semakin dibantu proses pertobatan salah satu dari pasangan kepada
iman katolik. Dalam arti ini, favor fidei senantiasa ada manakala ikatan per-
kawinan natural ini diputuskan ipso fure atas dasar privilegium paulinum (kan.
1143-1147) atau atas dasar norma-norma kanon 1148-1149.

Favor fidei ini juga ada, setiap kali pemutusan ikatan perkawinan natural
ini membantu penghayatan iman katolik yang lebih baik. Hal ini terjadi
khususnya dalam kasus-kasus, dimana pihak katolik bersedia untuk melang-
sungkan pernikahan baru secara kristiani dan siap untuk melaksanakan semua
kewajiban dan haknya sebagai orang katolik. Dalam hal ini, alasan yang tepat
demi iman, mengacu pada pemutusan ikatan nikah yang dianugerahkan atas
dasar dipsensasi Sri Paus.

Dalam praktik yurisdiksi Takhta Suci, favor fidei diterapkan dalam arti
yang sangat luas dan senantiasa dikaitkan dengan motivasi salus animarun
(demi keselamatan jiwa-jiwa). Salus animarum ini mencakup semua motif
supranatural, seperti kepentingan umum dan kepetingan spiritual suami-isteri,
anak-anak, komunitas kristiani dan masyarakat pada umumnya. Kemurahan ini
tidak akan pernah diberikan oleh Sri Paus, seandainya pemberian ini justru
akan menimbulkan berbagai skandal dalam komunitas umat beriman atau
berbagai kerugian bagi Gereja sendiri. Pemberian kemurahan dimaksudkan
untuk melindungi kepentingan umum, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Dengan
latarbelakang pemikiran semacam ini, bisa dipahami jika dalam praktiknya
favor fidei ini akhirnya disamakan dengan salus animarum. Selanjutnya ajaran
dan disiplin Gereja menerapkan salus animarum ini sebagai alasan universal
dan norma suprema bagi setiap pelaksanaan kuasa Sri Paus (bdk. kan. 1752).

Baik favor fidei maupun salus animarum adalah dua alasan yang tepat dan
proporsional dan menjadi kriteria fundamental bagi pemutusan ikatan per-
kawinan non-sakramen.

5. Proses Kanonik untuk Memutuskan Ikatan Perkawinan non-Sakramen

Menurut norma-norma kanonik yang berlaku saat ini, proses kanonik
untuk memutuskan ikatan perkawinan in favorem fidei et pro salus animarum,
dibedakan dalam dua macam. Yang pertama adalah proses di tingkat keuskup-
an, dengan tugas menangani semua kasus perkawinan yang pemutusannya di-
atur dalam kanon 1143-1149. Dalam hal ini, pihak pemohon harus mengirimkan
berkas permohonannya ke Uskup diosesan. Dialah yang kemudian akan me-
nangani kasus pemutusan ikatan perkawinan ini, entah secara pribadi atau
melalui orang lain. Pemutusan ikatan dilaksanakan ipso iure, dalam arti yang
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bersangkutan berhak untuk menuntut putusnya ikatan perkawinannya, yaitu
setelah semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum terpenuhi. Karena itu,
putus-tidaknya ikatan perkawinan sangat tergantung pada terpenuhi-tidaknya
persyaratan hukum yang ditentukan. Persyaratan itu adalah: 1) hanya mengenai
perkawinan antara dua orang tak-baptis (kan. 1143 §1); 2) salah satu dari
pasangan bertobat dan dibaptis dalam iman katolik (kan. 1143 §1); 3) pihak
tak-baptis pergi (discedit. kan. 1143 §1-2), dan hal ini dibuktikan melalui inter-
pelasi terhadap pihak tak-baptis, yaitu kalau harus diterapkan privilegium
paulinum (kan. 1144-1145); 4) pelaksanaan perkawinan baru (kan. 1146-1147).

Sedangkan yang kedua adalah proses di tingkat kepausan, pada Takhta
Suci. Proses ini menangani kasus-kasus pemutusan ikatan perkawinan in favo-
rem fidej, yaitu perkawinan antara seorang baptis dan non-baptis; perkawinan
antara dua orang tak-baptis dan satu diantaranya kemudian dibaptis, namun
perkawinan ini tidak bisa dimasukkan dalam lingkup privilegium paulinum;
dan perkawinan antara dua orang yang tidak pernah dibaptis selama hidup
perkawinan mereka!.

Untuk memperoleh pemutusan ikatan perkawinan non-sakramen in
favorem fidej, atas dasar kuasa tertinggi (potestas suprema) Sri Paus, kasusnya
harus diproses melalui dua tahap: pada tahap pertama oleh Uskup diosesan
yang berwenang'? (proses ini meliputi fase awal dan pembuktian), dan selanjut-
nya pada tahap kedua oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman®, yang bertugas
untuk mendiskusikannya dan mengambil keputusan final.

Pada tahap pertama, Uskup diosesan atau delegatusnya memulai seluruh
proses ini dengan menerima fbellus (surat permohonan)* dari pihak pemohon
(bdk. kan. 1502 dan 1504) dan mengumpulkan semua informasi dan bukti yang
diperlukan untuk pemberian kemurahan. Selesai tahap ini, Uskup diosesan
mengirimkan semua berkas ke Takhta Suci, bersama dengan vofum pribadi dan
observasi dari defensor vinculi (kan. 1705 §1 dan 1432).

Demikianlah proses memasuki tahap diskusi dan keputusan. Dalam tahap
ini, Kongregasi untuk Ajaran Iman mengadakan penyelidikan atas semua
berkas/dokumen yang dikirimkan dan pada akhirnya — setelah mencapai suatu
kepastian moral - mengeluarkan keputusan final®. Keputusan final ini bisa
bersifat afirmatif, yaitu bila berisi pemberian anugerah putusnya ikatan per-
kawinan; bisa juga bersifat negatif, apabila Kongregasi tidak mengabulkan
permohonan dan menolak memberikan anugerah itu. Melalui Uskup diosesan,
keputusan ini dikirimkan kepada kedua pihak terkait. Begitu menerima ke-
putusan afirmatif, kedua belah pihak menjadi orang bebas lagi dan dapat me-
langsungkan pernikahan baru secara sah, sesuai dengan semua norma yang
mengatur forma canonica (= tata peneguhan. Lih. kan. 1108; 1117; 1124-1129).
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6. Kesimpulan

Ikatan perkawinan natural atau non-sakramen, menurut kehendak ilahi,
bersifat tak-terceraikan. Namun Yesus Kristus telah menyerahkan kepada Gereja
kuasa-Nya untuk memutuskan ikatan tersebut, baik dengan menggunakan
privilegium paulinum maupun atas dasar dispensasi pontifikal. Pemutusan
ikatan perkawinan ini hanya akan dilaksanakan, sejauh membantu penghayatan
iman kristiani dan menjamin keselamatan jiwa-jiwa. Sekali penguasa Gereja
yang berwenang memutuskan ikatan tersebut secara sah, maka kedua pihak
(suami-isteri) dibebaskan dari semua hak dan kewajiban yang muncul dari per-
kawinan mereka dan dapat melangsungkan pernikahan baru secara sah, sesuai
dengan norma-norma yang ditentukan demi validitas perkawinan baru tersebut.
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